BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tidak terdapat perlindungan tenaga kerja dalam pelaksanaan penggabungan
perusahaan perseroan terbatas non bank PMA khususnya di sektor industri kimia
dalam tahun 2001, karena dalam PP Nomor 27 Tahun 1998 tidak mempunyai
ketentuan sanksi yang mengikat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 PP
Nomor 27 Tahun 1998 yang sebenarnya merupakan upaya perlindungan
karyawan terhadap terjadinya penggabungan usaha. Sehingga mengakibatkan
pelaksanaan PHK kurang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-unda.né
Nomor 12 tahun 1964. Tenaga kerja yang seharusnya diajak berunding sebelum
dilakukan penggabungan perusahaan yang diikuti dengan PHK, hanya mendapat
pengumuman bahwa dalam rangka penggabungan perusahaan akan dilakukan
PHK terhadap seluruh tenaga kerja (PHK menjadi policy perusahaan bukan
sebagai kesepakatan bersama sebagaimana yang di maksud dalam Undang-
Undang No. 12 Tahun 1964 maupun Undang-Undang No. 13 Tahun 2003).

2. Tanggung jawab perusahaan perseroan terbatas non bank PMA tersebut terhadap
tenaga kerjanya yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai
akibat pelaksanaan penggabungan perusahaan tidak mempunyai kejelasan dalam
pelaksanaannya. Karena secara yuridis tanggung jawab tersebut telah diatur
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PP Nomor 27 Tahun 1998, tetapi karena tidak
adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kepentingan karyawan seperti apa yang
harus diperhatikan oleh perusahaan yang melakukan penggabungan usaha maka

dalam pelaksanaannya tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan
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perseroan terbatas non bank PMA hanyalah berupa hak-hak normatif yang telah
disepakati dengan serikat pekerja/pekerja berdasarkan Keputusan Menteri
Tenaga Kerja No: Kep-150/MEN/2000 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja
Nomor 268/M/IV/1985, tetapi untuk hak dasar yang sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1964, yaitu dalam hal melakukan
perundingan sebelum melakukan PHK tidak diberikan dan hanya diwujudkan
dalam bentuk Persetujuan Bersama yang pada prinsipnya hanyalah pemberian
hak-hak pekerja setelah terjadi PHK (hak-hak normatif) yang kemudian
dimintakan penetapannya kepada P4P.

Antara peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi adanya PHK
terhadap tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan perseroan terbatas non bank
PMA yang melaksanakan penggabungan perusahaan, tidak terjadi sinkronisasi.
Karena antara UUPT yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan PP No. 27
Tahun 1998 serta Undang-undang No. 1 Tahun 1967 yang aturan
pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 38/SK/1999, sebagai dasar yuridis untuk
melakukan penggabungan usaha (merger) tidak menunjuk dengan jelas
peraturan perundang-undangan yang dirujuk untuk melaksanakan PHK yaitu

Undang-undang No. 12 Tahun 1964.

B. Saran

1.

Sehubungan dengan kepentingan tenaga kerja khususnya dalam terjadinya PHK
akibat dilakukannya penggabungan perusahaan yang tidak mendapatkan
perlindungan yang memadai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

yang ada, maka alangkah bijaksananya apabila pemerintah bersikap pro aktif
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dalam memperhatikan kepentingan tenaga kerja tersebut khususnya melalui
mekanisme fungsi pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap pelaksanaan
penggabungan perusahaan tersebut.

. Pengusaha yang melakukan penggabungan perusahaan hendaknya lebih
memperhatikan hak-hak dasar tenaga kerja sebagaimané yang diatur dalam
Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 maupun Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 yaitu dengan melakukan perundingan lebih dahulu dengan pekerja/serikat
pekerja, jika penggabungan usaha tersebut akan mengakibatkan PHK
karyawannya. Hasil perundingan tersebut harus menjadi dasar bagi Direksi
untuk menetapkan cara penyelesaian status karyawan, sebelum Direksi
perseroan membuat usulan rencana penggabungan usaha.

. Dengan tidak adanya sinkronisasi dalam peraturan perundang-undangan yang
digunakan sebagai dasar untuk melakukan PHK, maka pihak legislatif
hendaknya segera mengambil langkah-langkah untuk dapat membuat
sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan adanya
penggabungan perusahaan (merger) yang diikuti dengan PHK dari tenaga
kerjanya. Sebab jika langkah-langkah itu tidak segera dilakukan maka keadaan
ini membuat PHK dalam rangka penggabungan perusahaan menjadi mudah
dilakukan yang berarti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam UUD
1945 maupun Undang-undang No. 12 Tahun 1964 serta Undang-undang No. 13

tahun 2003.
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Jakarta, ﬂ‘ NU‘J zgm

Kepada Yth.
pireksi PT RI-TECE INK INDONESIA

J1. Akasia I Blok A8 - 2
Kawasan Industri Delta silicen
Lippo City, -Cikarang :

Lampiran : Ketentuan proyek BEKASTI 17550

SURAT PERSETUJUAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN

Nomor : /48T /TiT/PMA/2001
Nomor Kode Proyek : 2429 - 32/33 - 6872

Sehubungan dengan permohonan untuk mendapatkan persetujuan
penggabungan perusahaan yang disampaikan kepada kami tanggal 16 Oktober
2001 dari perusahaan—perusahaan sebagai berikut :

- PT HI-TECH INK INDONESIA (status PMR) sebagai perusahaan penerus
kegiatan (surviving company) :

- PT WARNA DAI-NICHI INDONESIA (statils PMA) sebagai perusahaan yang
digabungkan (merging company)

yang masing-masing telah memperoleh persetujuan Pemerintah dalam rangka
Undang-undang No. 1 Tahun 1967 jo. No. 11 Tahun 1970 serta menunjuk
Keputusan Presidea No. 93 Tahun 1997 jis. No. 115 Tahun 1998 dan No. 117
Tahun 1999, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat memberikan
persetujuan atas penggabungan perusahaan tersebut dengan ketentuan
terlampir. :

1zin dan keputusan lain yang bersangkutan dengan pelaksanaan
penggabungan perusahaan tersebut akan dikeluarkan kemudian sesuai
dengan prosedur yang berlaku.



palam pelaksanaan rencana penggabungan perusahaan tersebut
saudara wajib mengikuti peraturan perundang-undangan dan ketentuan
Pemerintah yang Ferlaku. Penyimpangan atas ketentuan tersebut tanpa
persetujuan Badan Kocrdinasi Penanaman Modal lebih dahulu dapat
mengakibatkan dicabutnya persetujuan ini dan izin serta keputusan lain
yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh Pemerintah.

Surat Persetujuan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya, tidak ada
realisasi dari penggabungan dan perubahan status perusahaan tersebut.

a.n . KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
AXANAN DAN FASILITASI

embusan Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
4. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
5. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Gubernur Bank Indonesia;
7. Duta Besar Kekaisaran Jepang di Indonesia;
8. Duta Besar Republik Indonesia di Jepang:
9. Duta Besar Republik Rakyat Cina di Indonesia;
0. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hongkong;
1. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
2. Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro
dan Hasil Hutan;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
§. Gubernur Jawa Barat;
6. Gubernur Jawa Tengah;
.7. Kepala EPPMD Jawa Barat
L8. Kepala BPM Jawa Tengah.

;P-HI-TECH/III1/09/rt.01



LAMPIRAN
SURAT PERSETUJUAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL-
TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAEAAN PT CABOT INDONESIA
KEDALAM PT KARBON INDONESIA

Nomor /#89/111/PM0 /2001

Tanggal @ D] NUV 2001

NKP. : 2429 - 32/33 - 6872

A. KETERANGAN PEMOHON

I. PERUSAHAAN PENERUS KEGIATAN (SURVI\-VINC;; COMPANY)
1. Nama perusahaan . PT HI-TECH INK INDONESIA
2. Alamat perusahaan . Jl. Akasia I Blok A8 - 2,

Kawasan Industri Delta Silicon Lippo City,
Bekasi 17550

3. Nomor Kode Proyek . 2429 - 32 - 6872
4. Bidang usaha . Industri tinta dan perekat.
5. Lokasi proyek . Kawasan Industri Lippo Cikarang,

Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

6. a. Akte Pendirian . Notaris Maria Andriani Kidarsa, SH
No. 112, tanggal 10 Agustus 1995

b. Pengesahan Menteri : No. €2-12070.HT.01.01.TH.95
Kehakiman tanggal 7 Februari 1987

c. Akte Perubahan . Notaris Mellyani Noor Shadra, SH
No. 36, tanggal 15 Maret 1999

d. Pengesahan Menteri : No. C-1930.HT.01.04.TH.2001

Kehakiman tanggal 9 Maret 2001.
7. Surat Persetujuan . : No. 250/I/PMA/1995 tanggal 01 Juni 1995 jo.
yang dimiliki No. 990/III/PMA/1996 tanggal 22 November 1996

No. 258/III/PMA/1999 tanggal 15 Maret 1999
No. 248/IXI/PMDN/1999 tanggal 22 November 19959

8. Izin Usaha Industri :+ No. 432/T/INDUSTRI/1§97 tanggal 23 September 1957
No. 121/T/INDUSTRI/2001 tanggal 22 Maret 2001

II. PERUSAHAAN YANG DIGABUNGKAN {MERGING COMPANY)

1. Nama Perusahaan : PT WARNA DAI NICHI INDONESIA
2. Alamat Perusahaan . J1. L.U. Adisucipto No. 126, Solo 57144
3. Nomor Kode Proyek . 2429 - 33 - 160



4. Bidang.usaha
;. lokasi Proyek
6. a. Akte §gndirian
b. Pengesahan Menteri
Kehakiman
¢c. Akte Perubahan

7. Surat Persetujuan
yang dimiliki

8. Izin Usaha Industri

Lampiran Surat- Persetujuan
Nomor :4;$E?/III/PMA/2001
Halaman :° 2 ( 5)

Industri tinta cetak

Kota Surakarta, Jawa Tengah.

: Notaris Djojo Mulyadi, SH

No. S2, tanggal 19 Oktober 1970

No. Y.A.5/106/25
tanggal 17 Februari 1976

: Notaris Anthon Wahjupramono, SH

No. 8, tanggal 25 Mei 2001

: No. B-115/Pres/8/1570 tanggal 06 Agustus 1970

No. 04/VI/PMA/1981 tanggal 03 Februari 1981
No. 157/VI/PMA/1981 tanggal 28 Desember 1581
No. 121/II/PMA/1990 tanggal 31 Suli 1990

No. 18§/III/PMA/1991 tanggal 28 Maret 1991

No. 476/DJAI/IUT-D.IV/PMA/XI/1991
tanggal 5 November 1991
No. 368/T/INDUSTRI/1991 tanggal 28 November 1991

B. KETERANGAN PROYEK SETELAH PENGGABUNGAN

UMUM
1. Nama'Perusahaan

2. Alamat

3. Nomor Kode Proyek
4. Bidang Usaha

S. Lokasi Proyek

6. NPWP

oo

PT HI-TECE INK INDONESIA

Jl. Akasia I Blok A8 - 2,

Kawasan Industri Delta Silicon, Lippo Cikarang
Bekasi 17550

2429 - 32/33 - 6872

_Industri tinta cetak dan perekat.

- Kawasan Industri Lippo Cikarang
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
- Kota Surakarta, Jawa Tengah.

1.071.175.2 - 052

II. PRODUKSI..... .o



Lampiran Surat Persetujuan
Nomor :/459 /111/PMA /2001
Halaman : 3 ( 5)

II. PRODUXSI DAN PEMASARAN PER TAHUN
l. Produksi :

Jenis barang(jasa K3LT Satuan Kapasitas Dasar

Bekasi :
- Perekat 24291 ton 1.500
. {seribu lima ratus)
- Gravur Ink 24293 ton 5.500
(lima ribu lima ratus)
- Flexo Ink 24293 ton 3.500

(tiga ribu lima ratus)
Surakarta :
- Tinta Cetak 24283 ton 735

{tujuh ratus tiga puluh iima)

2. Pemasaran : 25% (dua puluh lima persen) eksper.
3. Perkiraan nilai ekspor : Uss 1,320,000.00
Keterangan : - Jenis Produksi tidak termasuk Yang wajib diekspor

- Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk di dalam
lingkup industri tinta cetak dan perekat.

» PENGGUNAAN TENAGA KERJA :

1. Pimpinan perusahaan 3 Asing Indonesia

- Komisaris : 2 orang -~ orang
- Direksi ' : 4 orang 1 orang
Jumlah : 6 orang 1 orang

2. Tenaga kerja g : Bekasi Surakarta

- Indonesia 3 43 orang 30 orang

- Asing : . = _orang = _orang

Jumlah : 43 orang 30 orang

*3. Perusahaan wajib menyampaikan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara
Asing (RPTK) kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mendapatkan
pengesahan. RPTK tersebut menjadi dasar pemberian izin mempekerjakan tenaga
asing bilamana diperlukan.

PENGGUNAAN TANAH - {Tetap)

Seluas 14.298 M2 (empat belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan meter
persegi) masing-masing untuk lokasi Kabupaten Bekasi seluas 9.460 M2 {sempilan
ribu empat ratus enam puluh meter pPersegi) dan 1lokasi Kota Surakarta seluas
4.838 M2 (empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan meter pPersegi) dengan
ketentuan luas tanah yang sebenarnya sesuai dengan hasil pengukuran instansi

Agraria setempat.’

JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYER :
Perusahaan telah berproduksi komersial.



Lampiran Surat Persetujuan

Nomor : /759 /111/PMA /2002
Halaman : 4 ( 5)
INVESTASI :
1. Modal Tetap : Bekas i Surakarta
2. Pembelian dan pematangan tanah : US$  555,535.00 Us$ 82,000.00
b. Bangunan / gedung : US$ 1,397,883.00 Uss 75,000.00
€. Mesin/Peralatan dan suku cadang : US$  §90,155.00 Uss  212,950.0¢C
d. Lain-lain : USS 524.889.00 uss -==- .
Sub. Jumlah : USS 3,368,463.00 Us$ 377,950.00
2. Modal Kerja : USS_1,984,420.00 USS 192,920.00.
3. Jumlah : USS 5,352,883.00 Uss 570,870,c0
PERMODALAN :
1. Sumber Pembiayaan :
&. Modal sendiri : US§ 2,500,000.00
b. Modal pinjaman : USS  3,423,753.00
Jumlah : US§ 5,923,753.00
2. MXodal Persercan :
a. Modal dasar : US$ 5,500,000.00
b. Modal ditempatkan : USsS 2,500,000.00
¢. Modal disetor : USs 2,500,000.00

. Penyertaan Dalam Modal Perseroan menjadi :
a. Asing : . ’
- Dainichiseika Color & Chemicals : US$ 2,225,000.00 ( 89%)
Mfg. Co. Ltd., Jepang
- Dainichiseika (EK) Limited, : USS 275,000.00 ( 11%)

Hongkong
b. Indonesia : USS --- (--1
C. Jumlah : USS 2,500,000.00 (100%)

d. Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun sejak berproduksi
- komersial bulan Juni 1997 sebagaimana dinyatakan dalam Izin Usaha
Industri/Tetap No. 432/T/INDUSTRI/1997 tanggal 23 September 1597,
perusahaan harus menjual sebagian sahamnya kepada Warga Negara Indonesia
dan/atau Badan Hukum Indonesia melalui pemilikan langsung atau melalui
pasar modal dalam negeri. ‘

\SILITAS PENANAMAN MODAL
.dak ada penambahan fasilitas

JIN - LAIN
Dengan adanya penggabungan (merger) PT HI-TECH INK INDONESIA dan PT WARNA
DAI-NICHI INDONESIA menjadi PT HI-TECH INK INDONESIA yang semula masing-
masing merupakan badan hukum tersendiri, maka pT WARNA DAI-NICHI INDONESIA
akan batal demi hukum tanpa terlebih dahulu mengadakan likwidasi dan semua
perijinan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya serta fasilitas yang
telah diperoleh diteruskan PT EI-TECH INK INDONESIA.

Dencan adanya penggabungan perusahaan-perusahaan tersebut "tidak boleh
mengakibatkan terjadinya Pengurangan/pemberhentian tenaga kerja yang telah
ada.



3.

Lampiran Surat Persetujuan
Nomor : /4S9 /111/EMA/2001
Halaman : 5 ( 5 )

PT WARNA DAI-CHI INDONESIA wajib mengajukan permohonan péncabutan atas Surat
Persetujuan Penanaman Modal Asing kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

PT BEI-TECH INK INDONESIA wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Tetap dalam
rangka merger (penggabungan) kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

PT HI-TECH INK INDONESIA wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal
(LKPM) setiap € (enam) bulan sekali (semester) dan disampaikan selambat-
lambatnya pada tanggal 31 Juli untuk laporan Semester I dan tanggal 31
Januari untuk laporan Semester II kepada BPPMD Jawa Barat dan BPM Jawa
Tengah dengan tembusan

a. Badan Koordinasi Penanaman Modal;

b. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro dan Ha51l Eutan;

€. Bank Indonesia.

Perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Surat Persetujuan ini harus
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Badan Koordinasi Penanaman Modal
sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal No. -38/SK/1999.

Hal lain yang tidak dinyatakan dalam surat persetujuan ini dan sepanjang
tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban yang
telah ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah tetap berlaku sebagaimana
adanya.

a.n . KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUJ‘I aIDANG“\.P DAN FASILITASI




BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

J1. Jend. Gatot Subroto No. 44 PO. BOX 3186, Telp. (021) 5252008, Fax. 522050, 5254945
JAKARTA 12190 :

omor

ampiran :

erihal

saxazea, 217 NOV 2001

. 5-g27F/Dus-8:FH/2001
. Kepada Yth.
. Ralat Surat Persetujuan
No. 1459/I11/PMA/2001 Direksi PT HI-TECH INK INDONESIA
tanggal 1 November 2001 ; ’
------------------------ J1l. Akasia I Blok A8 - 2
Kawasan Industri Delta Silicon

Lippo City, Cikarang

BEKASTI 17550

Sehubungan dengan Surat Saudara No. 173/HII/Ind/XI/01 tanggal 12
November 2001 yang kami terima tanggal 14 November 2001 perihal tersebut
diatas dalam pokok surat bersama ini disampaikan ralat atas Surat Per -
setujuan Penggabungan pPerusahaan No.1459/III/PMA/2001 tanggal 1 November
2001 sebagai berikut

Tertulis :
RENCANA PERMODALAN : ]
1. Sumber Pembiayaan : Tetap, tidak ada perubahan.

2. Modal Perseroan :

- Modal Dasar . USS §,500,000.00
- qual Ditempatkan : Uss$ 2,500,000.00

- Modal Disetor : US$ 2,500,000.00
3. Penyertaan Dalam Modal Perseroan :Tetap, tidak perubahan.

Seharusnya :
RENCANA PERMODALAN :

1. Sumber Pembiayaan : Tetap, tidak ada perubahan.

2. Modal Perseroan :

- Modal Dasar : UsS$ 5,000,000.00
- Modal Ditempatkan : US$ 2,500,000.00
- Modal Disetor : US$ 2,500,000.00

3. Penyertaan Dalam Modal Perseroan : Tetap, tidak ada perubahan.

Surat Ralat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat
Persetujuan Penggabungan Perusahaan No. 1459/III/PMA/2001 tanggal 1
November 2001 berikut perubahan-perubahannya.



embusan.

Hal lain yang tidak dinyatakan dalam Surat Ralat ini can sepanjang
tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuar hak dan kewajiban
sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah tetap berlaku
sebagaimana mestinya. ¥

a.n. DEPUTTI_%E RN BLAYANAN DAN FASILITASI
' WAN MODAL °
. ¥Ximia dan Industr:

1. Gubernur Bank Indonesia;

2.
3.
4.-
5.
6.
7.
8.

Duta Besar Kekaisaran Jepang di Indenesia;

Duta Besar Republik Indonesia di Jepang:

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Direktur Jenderal Pajak:

Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan;
Kepala BPPMD Jawa Barat;

Kepala BPM Jawa Tengah.

P-HI-TECH/SR/11/rt.02



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

11. Jend. Gatot Subroto No. 44 PO. BOX 3i86. Telp. (021) 5252008, Fax. 5202650. 5254945
JAKARTA 12910

Nowoxr
Larmpiran
perihal

: é&.?//% -6£/m-1

. Ralat Surat Persetujuan No.
1455/III/PMA/2001 tanggal
1 Ncvember 2001.

Jakarta, EZ 3 AUE LOOZ

Kepada Yth.

Direksi PT. HI-TECH INK INDONESIA
Wisma Akasia I Blok A8 - 2
Kawasan Industri Delta Silicen

Lippo City, Cikarang,

BEKASI 1755¢C

Sehubungan dengan surat Saudara yang kami terima tanggal 5 Agustus
2002 serta memperhatikan Surat Persetujuan Pencgabungan Perusahaan No.
1459/III/PMA/2001 tanggal 1 November 2001, bersama ini disampaikan

ralat/perbaikar sebagai berikut

I. LAMPIRAN 1 (5)

Tertulis :

Surat Persetujuan Kepala Badan Koordinasi
Tentang Penggabungan Perusahaan PT. Cabot

Kedalam PT. Xarbon Indcnesia

Seharusnva :

Surat Persetujuan Kepala Badan Koordinasi
Tentang Penggabungan Perusahaan PT. Warna

Kedalam PT. Hi-Tech Ink Indonesia

Penanaman Modal

Indonesia

ﬁodal
Indonesia

Penanaman
Dai Nichi

C2-12070.ET.01.01.TH.95

Tanggal 7 Februari 1987

248/11/PMDN/1999

Tanggal 22 November 1999

No. C2-12070.KT.01.0X.TH.95
Tanggal 25 September 1995

Tanggal 22 November 1989

II. PERUSAHAAN PENERUS KEGIATAN (SURVIVING COMPANY)
Tertulis :
6. b. Pengesahan Menteri : No.
Kehakiman
7. Surat Persetujuan yang : No.
dimiliki
Seharusnva
6. b. Pengesahan Menteri
Kehakiman
7. Surat Persetujuan yang : No. 248/II/PMA/1999
dimiliki
III. PERUSAHAAN YANG DIGABUNGKAN (MERGING COMPANY)
Tertulis
6. b. Pengesahan Menteri No. Y.A.5/106/25
Kehakiman

8. Izin Usaha Industri
dimiliki

Tanggal 17 Februari 1976

No. 368/T/INDUSTRI/1991
Tanggal 28 November 1991

Seharusnya



Seharusnya :

6. b. Pengesahan Menteri : No. Y.A.5/76/24
Kehakiman Tanggal 13 Mei 1971
8. Izin Usaha Industri : No. 368/T/INDUSTRI/1591
dimiliki Tanggal 26 November 1991

Surat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat
Persetujuan Penggabungan Perusahaan No. 1459/I1I/PMA/2001 tanggal 1
Nopember 2001.

G\PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Jse,tor Sekunder,

-embusan. .
.. Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;

‘. Kepala Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Jawa Barat;
'« Kepala Badan Penanaman Modal (BPM) Jawa Tengah;

.. Bupati Bekasi

.  Walikota Surakarta.

.---..------—--—-------------__--_----_--—-_------—---_----—----------




LAMPIRAN II



PENGUMUMAN

Diumumkan kepada semua karvawan P.T. Warna Dai Nichi Indonesia

1. P.T. Warna Dai Nichi Indonesia 2kan digabung kedalam P.T. Hi-Tech Ink Indonesia pada tanggal
"31 Desember 2001. :
Hal inj secara Hukum berarti, P.T. Wama Dai Nichi Indonesia akan tutup dan perusahaan
P.T. Warna Dai Nichi Indonesia menjadi tidak ada lagi, karena itu semua Karyawan akan meng -
alami Pemutusan Hubungan kerja.

2. Dengan ini Management P.T. Wamna Dai Nichi Indonesia menyampaikan penghargaan yang

setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih atas scrua kerja keras yang sudah dilakukan
. Karyawan sejak dioperasikannya perusahaan pada tahun 1971 sampai saat ini.

Oleh karena itu P.T. Warna Dai Nichi Indoncsia akan berusaha maksimal untuk membayar uang
pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan Hukum dan
Per-undang-undangan yang berlaku di Indonesia, pelaksanaan pembayarannya dilakukan pada
tanggal 26 — 28 Desember 2001. )
Disamping itu pada hari yang sama akan dibayarkan pula seluruh Uang Pensiun Karyaswan.
Sedangkan pembayaran Tunjangan Hari Raya (Lebaran) dan Bonus tahun 2001, seluruhnya akan
dilakukan pada tanggal 3 Desember 2001. o

3. Pembayaran sisa cuti Sagi yang sudah berhak dilakukan pada tanggal 14 Desember 2001

Sejak tahun 1971, sudah kurang lebih 30 tahun P.T. Wama Dai Nichi Indonesia beroperasi,
namun sampai sekarang hanya mampu menjual tinta cetak paling tinggi sckitar 400 ton/setahun,
jika kondisi tersebut tetap dipertabankan. inaka Peruszhaan akan tetap kecil serta tidak mungkin
akan menjadi lebih besar dan bahkan sukar untuk hidup maupun berkembang, apalagi jika
dibandingkan dengan Perusahaan-perusakiaan tinta cctak lain yang pada umumnya berskala
jauh lebih besar dari P.T. Warna Dai Nichi Indonesia. maka P.T. Wama - Dai Nichi Indonesia
makin tidak ada artinya.

Keadaan itu membawa P.T. Wama Dai Nichi Indonesia pada kesimpulan akhir bahwa tidak
-ada jalan yang lebih baik bagi P.T. Wama Dai Michi Indonesia  kecuali menutup perusahaan dan
bergabung kedalam P.T. Hi-Tech Ink Indoucsia, Karena  sukar untuk dapat bertahan dalam kondisi
vang sulit apalagi bersaing dengan Perusahaan-perusahaan tinta lain vang lebih besar.

Dengan ijin dari para pemegang saham, maka Management P.T. Wama Dai Nichi Indonesia
meminta persetujuan P.T. Hi-Tech Ink Indonesia agar dapat menerima penggabungan P.T.
Wama Dai Nichi Indonesia kedalam perusahaan maupun Management P.T. Hi-Tech Ink
Indonesia mulai tanggal 31 Desember 2001. ’

Solo, 15 Nopember 2001
Management
P.T. WARNA DAI NICHI INDONESIA




. PENGUMUMAN .
RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA (MERGER)

Dengmndizmnmhnbahvnhm?l'}n-
" -] TECH INK INDONESIA berkedudukan’
L ld Kabupanen Bekas,jawu Bamt dan PT.
'WARNA DAI ‘NICHI INDONESIA
berkeduduken di Jakarta, bermaksud hendak °
melakukan, pengabungen usaha (merger)
meﬂzﬂ)’ww :
- | 1. Penggnbungen usaha (metger) dilakukan
antam PT. HI-TECH INK INDONE-
SIA den PT WARNA DAI NICHI

gabungkan dia ke dalam PT. HI-TECH
INK INDONESIA (surviving company)
dan untuk selsnjutniya nema Perseroan
“hasil peoggabungen useha (mesges)
. tersebut sken bemama' PT HI’I'ECH
INK INDONESIA.

2 Pemegang saham PT. WARNA DAI
NICHI ;INDONESIA jung ‘meng-,
gabungkan dis skan menjadi pemegang -
saham PT. HI-TECH INK INDONESIA
yeng menerima penggabungen.

3. Alesan penggsbungen ussha (merger)
adalah untuk memmpingkaen organisasi,
meningkatkan - performance perusa-
hasn, merlyededlmnkm ndtmstm.n
dan efisiensi keuangpn. .

4. Pengpbungm uscha (metgct) ;km

. dilakukan dengan pemutusan hubungan

* INDONESIA, dimana PT. WARNA -
DAI NICHI INDONESIA akan meng-’

orlive - o e WARNA DAl
NICHI -INDONESIA.dengan pem-

bedan pesangon/hak-hak karyewan|

- dangan yang bedaku dan penggsbimg-
‘an usaha (merger) aksn dilaksansken
sesusi denggn _ketentusn pemndmg )

S. Akibat dad penggebungen usaha |
. (merger), makd seliruh aktiva den pesi-

. va dad PT. WARNA -DAI NICHI
INDONESIA secara hukum .sken
beralih ke
lNDONBSIA,dmhmpdndmgm
seluruh kegjatan usahs, - qm—qm dan
.,fnsilius—fns‘!imlmnyn. S

Demikian ‘pengumuman ini -dibuat mtuk :.ﬁ'

mememuhi ketentuan dalemn pesal 105 ayae | - . -
2 Undang-Undang Nomor 1 tshua-19951.. -

dan pasal 12 Pemtumn. Pemc-uh 2
Nomo:ﬂ'nhm1998 - g
Infoms:hbihhn,utmmgm memg. :

an penggsbungan (merger) ini dapat
menghubungj kantor PT. HI-‘I'ECH INK] -
INDONESIA. - .

Bekasi, 15 November 2001 )

D l . oes e” .
PT. HI-TECH INK INDONESIA 1
PT. WARNA DAI NICHI INDONESIA .

e w- .. AT STUDY BT

’» kO/f//D4g »

Kamig : /S-/S/ol/e/r),({ey‘ 200/

/‘7646/)’)5)/7 g

PT. HI-TECH INK| -
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PENGUMUMAN
RANCANGAN PENGGABUNGAN
USAHA (MERGER)

Dengan ini diumumian bahwa lami
PT. HI.TECH INK [INDONESIA
berkedudukan di Kabupaten Belasi,
Jawa Barat dan PT. WARNA DAl
NICHI INDONESIA berkedudukan di
Jalkarta, bermalsud hendak melakulan
penggabungan uszha {merger} dengan
ringkasan Rancangan Penggabungan
Usaha (Merger) sebagai berilast :

1. Penggabungan usaha (merger)
dilalulan antara PT. HI-TECH
INK INDONESIA dan PT.
WARNA DAl NICH!
INDONESIA  dimana  PT.
WARNA DAl NICHI
INDONESIA akan
“menggabunglan dirl ke dalam
PT. HI-TECH INK INDONESIA
(surviving company) dan untuk
sehnjutnya nama perseroan
hasil penggabungan usaha
(merger) tersebut akan bermama
PT. HI-TECH INK INDONESIA.

menggabunglan dit - alen
menjadi pemegang saham PT.
HI-TECH INK -INDONESIA
yang menerima penggabungan.
3. Alasan penggabungan usaha
(merger} ° adaleh untuk
- merampingkan crganisasl,
meninglatian performance
perusahaan, rnenyederhanalan

keuangan.

akan dilslasian . dengan
pemutusan .hubungan  kerja
laryawan PT., WARNA DAl
NICH! INDONESIA dengan
- pemberian  pesangon/hak-hak
laryawan yang sesual dengan
peraturan perundangan yeng
berlals dan " penggabungan
usaha .  (merger) slan

ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

5. Akibat  dari pengabungan
_usaha (merger) maka seluruh
aldiva dan pasiva dari  PT.
WARNA DAL NICHI
INDONESIA secsra  hulam
akan beralih ke PT. HI-TECH
INK [INDONESIA, demikian
puls dengan seluruh kegiatan
usaha, fin-iin dan fasilitas-
fasifitas lainnya. .

Demildan pengumuman int dibuat
untuk memenuhi ketentuan dalam
pasal 105 ayat 2 Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1995 dan pasal 12
Peraturan * Pemerintah Nomot 27
Tahun 1958, ‘

Informasi - lebih  lanjut - mengemi

‘ rancangan penggabungan (merger} ini

dapot menghubungi lantor PT. HI-

TEQ'HNKINDONESIA.

Bclmi. 15 Nopembel 2001
Direlsi .
PT. HI.TECH lNK INDONBIA

2. Pemegang saham PT. WARNA
DAl NiCHI INDONESIA yang

et e o e

administrasi, dan  efislensi -

4. Penggabungan usaha (melga) ‘

dilaksanakan sesual dengan

brsrys  NDonESH”

kamlg/ /§A/0V2ﬁ7567’ 20«

/Lk’?[o;/m/) 4
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- DEPARTEMEN T]:NAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I. )
KEPANITERAAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Telepon 525.2134 Opr. 525.5733 Pes. 724-723-7.:1
JAKARTA SELATAN 12950.

Nomor : Tar. /7% /M/KP4P/XII/2001

.amp. .. 1 (sat) eksemplar,

Jal : Pemberitahuan putusan
. P4 Pusat sesuai Undang
Undang No. 22 Th. '57.

-

L)

Jakarta, 6. Desember 2001
Kepada Yth. :

. PT. WARNA DAI NICHI INDONESIA

J1. Adisucipto No. 126,
di- SURAKARTA.

. Sdr. NGATIMAN dkk. (66 orang)

d/a Kantor Depnaker Kota Surakarta
J1. Slamet Riyadi No. 306,
di- SURAKARTA 57141.

. Sdr. Ka Kantor Depnaker Kota Surakarta,

di - SURAKARTA 57141.

_Bersama ini diberitahukan bahwa perkara pemutusan hubungan kerja antara:

PT. WARNA DAI NICHI INDONESIA di Surakrta.
dengan :
Sdr. NGATIMAN dkk. (66 orang) di Surakarta.

telah diputus didalam sidang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuban Pusat Jakarta pada:
Tanggal : 22 Nopember 2001.
Nomor : 1852/1995/160-7/X1/PHK/11-2001.

dengan ini kami samp:ukan salinan putusan dimaksud berikut lampirannya yang terdm dari 7

(tujuh) halaman seperti terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila Saudara tidak mengembalikan Tanda
Terima salinan putusan ini dianggap putusan tersebut telah Saudara terima.

Demilian untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Fembusan disampaikan kepada Yth. :
Bpk. Meanteri Tenaga Kerja di Jakarta.

Sdr. Ketua DPP APINDO di Jakarta.
Sdr. Ketua DPP SPSI di Jakarta.

Sdr. Ka Disnaker Prop. Jawa Tengah.
Sdr. Ka Kepaniteraan P4D di Semarang.
Arsip.

e Wt e T W A T
. . - . . . .

>

Bpk. Dirjen Binawas Depnaker di Jakarta.

7. PBNYELESAIAN )

AT
.




ANTTIA PENYELESATAN PFRSELISTHAN i ™ e nE o RS
PERBURUHAN PUSAT ‘ QAL AN 1
| Gatat Sabrats Kav.St Talg.S2S2AL {g) Soseras S5 iaeerss —
JAKARTA SELATAN 12950

PITTUSAN

PANITIA PENYFL.ESAIAN PRRSELISTHAN PERBURUBAN PUSAT
No. 1852/1995/160-7/XI/PHK/11-2001

tentang
PEMUTUSAN HURUNGAN KERJA
antara

PT. WARNA DAI NICHT INUONESIA
J1. Adisucipto No. 126 - Surakarta,,
yang selanjutnya disebut Pengusaha.

dengan

Sdr. NGATIMAN dkk. (66 orang)
d/a Kantor Departemen Tenaga Kerja Kota Surakar
J1. Slamet Riyadi No. 306 Surakarta 57141,
yang selanjitnya disebut Pekerja.

PANITIA PENYFT.ESAIAN PERSELISTHAN PFRBURUHAN PUSAT

Membaca : Surat Rantor Departemen Tenaga Kerja Kota Surakartaa di Surakarta No. Tar.
1624/%W.10/K.7/2001 tancgal 15 Nopember 2001, yang diterima oleh Kepanite—
raan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat di Jakarta pada
tanggal. 16 Nopember 2001, perihal penyampaian berkas perkara permohonan
izin pemutusan hummgan kerja dari Pengusaha untuk memutuskan hibungan
ketja Pekerja, heserta lampiran-lampirannya antara lain :

1. Surat Pangusaha No. 0706/043-XI/Adm/01 tanggal 15 Nopember 2001 peri-
hal Permohonan Tzin Pemrtusan Hubungan Kerja;

Parsatujuan Bersama antara Pengusaha dengsn Pekerja yang dalam hal ini
diwakili oleh PUK SPST PT. Warma Nai Nichi Indonesia dan Kepala-kepala

.*\ Bagian tertanggal 15 Nopember 2001;

Tanda terima uang pesangon dan hak-hak lainnya atas pemutusan hubimgan
kerja Pekerja Sdr. Ngatiman dkk. (66 orang) oleh PUK SPST PT. Warna
Dai Nichi Indonasis sebesar Rp. 1.759.661.716,-;

4. Daftar nama-nama Pekerja, dan rincian hak-hak masing-masing Pekarja
yang diputuskan hubungan kerjanya oleh Pangusaha;

5. Data lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;
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bahwa Pengusaha telah mengajukan permohonan izin untuk memutuskan hubungan
kerja Pekerja kepada Panitia Penyelesaian Parsel isihan Perliruhan Pusat di
Jakarta yang salanjutnya disebut Panitia Pusat melalui Rantot Nepartemen
Teraga Kerja Kota Surakarta di Surakarta;

bahwa sstelah meneliti dan mempelajari berkas psrkara yang tarsedia Pani-
tia Pusat berpandapat sebagai berikut : :

bahwa Kepala Rantor Nepartemen Tenaga Kerja Kota Surakarta di Surakarta
melalui suratnya No. Tar. 1624/W.10/K.7/2001 tanggal 15 Nopembaer 2001
talah menyerahkan perkara pemutusan hubungan kerja antara Pengusaha dengan
Pakerja kepada Panitia Pusat;

bahwa jumlah Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya oleh Pengusaha
sebanyak-66 (enam puluh enam) crang;

balwa perkara ini mengenai psmuitusan lubungan kerja 66 (enam puluh enam)
orang Pekerja atau pemutusan hubungan kerja massal diperusahaan swasta,
sahingga bardasarkan kstentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun ~
1964, penyelesaiannya menjadi wewenang Panitia Pusat;

bahwa Pengusaha telah mengajukan permohonan izin untuk memutuskan hubungan
kerja Peksrja dengan alasan Perusahaan merget kedalam perusahaan lain;

bahwa perkara pemutusan hubungan Kerja tersebut secara Bipartit telsh
diadakan musyawarah dan menghasilkan kesapakatan yang dituangkan dalam
bentuk Persetujuan Bersama pada tanggal i5 Nopemhetr 2061, yang isinya
antara lain sebagai. berikut :

I. Radua belah pihak sapakat untuk mengadakan pengakhiran hufumgan kerja
mulai tanggal 31 Desembar 2001,

2. Pihak Pengusaha bersadia memberikan hak-hak Pekaerja sasuai dengan
Kepmenaker No. Kep. 150/MFN/2000 pasal 28 ayat (2), yaitu pesangon 2 x
(dua kali) ketentuan pasal 272, uang penghargaan masa kerja sesuai
dengan pasal 23, dan ganti kerugian sesuai pasal 24,

'.-._,3,':\\}?1‘1:;.-1: Paagzxsaha tetap akan memberikan hak Pekerja tentang Hik Talumgan

N
. P

Y4 ~'~I"1]xak Pangusaha akan membayar sisa cuti bagi yang sudah berhak pada

l‘f,anggal 14 Desember 2001,

/>

__,_(.’.." S/Plhak Pangusaha tetap akan memberikan THR Tahun 2001 sesuali dangan
it Permanaker No. Per. 04/MEN/1994 dan Gratifikasi taimm 2001 pada tang-

———

gal 3 Desember 2001,

6. Gaji bulan Desember 2001 tetap dihayarkan oleh pihak Pengusaha kepada
Pekerja pada tanggal 31 Desember 2001,



/

7. Pemberian pada nomor 2 dan 3 tersebut di atas akan diberikan olep
pihak Pengusaka kepada pihak Pekerja (yang mewakili) pada tanggal 15

- berian dar'i pihak Pengusahs tarsebut kepads selimuh karyawan FT. Warna
Dai Njchi Indopesia pada tanggal 26 Dasember 2001 s2mpai dengan tang-
921 2S5 Dessmber 2001,

8. Pihak Pengusaha berseﬂia memberikan Surat Pengalaman Kerja kepada
Dibak Pekerja yang meminta,

9. Pihak Pakarja dipat menerima dengan baik atas pembarian Pihak PenQusa-
- ha tersatut di atas, ' '

10. Redua bslah pihak tidak akan mengadakan tuntutan berupa apapun dikemu—
dian harj, ' ‘

11. Demikian ‘Petsetujuan Paersama ini telah dikuat dan ditandatangani oleh
kedua belab pikak imtuk di laksanakan dengan sebaik-baiknya. ‘

bahwa olsh karens hasil dari musyawarah tarsshut di atas belum dilaksana-
kan seluruhnya karsna untux angka 3 s/d 2 tersehut di atas belum saat
jatuh tempo sabagaimans yang telsh disepakati yakni sntara lJain :

- 8isa cuti akan dibayar tanggal 14 Desembsr 2001,
= THR Tahun 2001 dan Gratifikasi akan dibayar tanggal 03 Desambder 2001,
- Gaji bulan Desember 2001 akan dibayarkan tanggal 31 Desemhetr 2001;

bahwa olsh karena ity Panitia Pusst berpendapat perkara pemutusan hubimgan
karja tersebut belum selesal sacara tuntas;

bahwa disamping itu untuk angka 2 dan 3 Persetujuan Bersama tersebut di
atas walaupun telah diterima oleh Pekerja yang diwakili oleh PUK SPSI PT.
Warna Dai Nichi Indonesia, tapi pelaksanaan pamhayarannya baru akan dilak-
sanAkan pada tanggal 25 s/d 28 Desamher 2001;

belah pihak sasuai dengan hasil musyawarsh (kesapakatan) tanggal 15 Nopem—
ber 2001, parhitingan/rincian hak-hak Pekerja harus dibuat secara lengkap
dan ditetapkan dalam putusan ini; :

e /P8
/.-".'-_2, i yaitu benupa :

'/1 Uang pesangon sehesar 2 (dua) kali katentuan pasal 22 Kepmenaker No.
Kep. 150/MEN/2000,

2. Uang penghargaan masa karja sasuai ketentuan Pasal 23 Kepmensksr No.
Kep. ISO/HEN/ZOOO, :

‘M
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3. Uang penggantisn perumahan serta pangobatan dan perawatan sebesar 15%
sasuai kstantuan pasal 24 huruf d Kepmenaksr No. Kep. 150/MEN/20C0,

Tabungan Pensiun,

Upah untuk bulan Desember 2001 sabesar 10C%,
THR Keagamaan untuk talun 2001,

Cuti Tahunan bagi yang sudah berhak,
Gratifikasi Tabun 2001,

Surat, Pengalaman Kerja;

WO 00 ~3 T N

bahwa terhadap pemutusan hubungan kerja yang demikian Pemerintah berusaha
mengupayakan penyaluran Pekerja vang diputuskan hubungan kerjanya terse-
but, oleh karena itu Panitia Pusat perlu mewajibkan kepada Pengusaha untuk
mengirimkan data Pekerja yang memuat : nama, alamat. tempat dan tanggal
lahir/umur, masa kerja dipetrusahaan, pendidikan, jabatan dan keahlian
Pekerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja Kota Surakarta di Surakarta;

bahwa berdasarkan pert.imbangan—partimbangan tersabut diatas, Panitia Pusat
memutuskan perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah
ini;
gingat : 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1857 tentang Panyelasaian Ferselisihan
Perlamruban;

2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1S64 tantang Pemutusan Hubungan Kerja
diperusahaan Swasta.

Kaputusan Menteri Temaga Kerja No. Kep. 150/MEN/2C00 tentang Penyale—
saian Pemutusan Huhungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang
Penghargaan Mssa Kerja dan Ganti Kerugian di Psrusshaan.

(93]

MEMUTUSKAN :

I. Membari izin kepada Pangusaha PT. WARNA DAI NICHI TNDONFSTA, jl.
Adisucipto No. 126 Surakarta intuk memutuskan hubimgAan kerja Pekarja
edr. NGATIMAN dkk. (46 orang) d/a Kantor Departemen Tenaga Kerja
Kota Aurakarta, Jl. Slamet Riyadi No. 308 di Surakarta, terhitung
sajak tanggal 31 Desember 2CG1.

~——II. Mawajibkan kepada Pengusaha PT. WARNA DAl NICHI TNDONESIA seperti
Y-\ -\, tersabut pada amar I di atas untuk membayar secara tunai kepada
~ ~ \?lgkerja Sdr. NGATIMAN dkk. (66 orang) seperti tersebut pada amar I
. § Xli atas berupa :

- ) i--}. Uang pssangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 22 Kepmenaker
et U No. Kap. 1S50/MEN/2000,

':: .»" 2. Uang penghAatgasn masa kerja sesuai ketentuan pasal 23 Kepmenaker
No. Kep. 150/MEN/Z00C,

3. Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebe—
sar 15% sesuai ketantuan pasal 24 huruf d Kepmenaker No. Kep.
150/MEN/2000,
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Tabungan Pensiun, . .
Upah untuk bulan Desembar 2001 sebesar 100% wajib dilaksanakan
tanggal 31 Desember 2001,

N A

6. THR Keagamaan untuk tahun 2001 wajib dilaksanakan tanggal 03
Desambar 2001,

7. Cuti tahunan bagi yang sudah berhak waiib dilaksanakan tanggal
14 Desember 7001, ‘

ITT. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. WARNA DAI NTCHT INDONESIA seperti
tarsebut pada amar T qj atas untuk memberikan Gratifikasi Tahun 2001
dan Surat Keterangan Pengalaman Kerja kepada masing-masing Pekerja.

IV. Mewajibkan kepada Penqusaha PT. WARNA DAI NICHT INDONESTA seperti
tersebut pada amar I diatas untuk mengirimkan data Pekerja yang
diputuskan huhungan Kerianya tarsebut dengan memuat - nana, alamat,
tempat dan tanggal lahir/umur, masa kerja diperusahaan, pendidikan,
jabatan dan Kkeahlian Pakerja kepads Kantor Departamen Tenaga Kerja
Kota Surakarts gi SurAakarta.

V. Palaksanaan putusan ini dibawah Pengawasan Pegawai Pengawas Ketens-
gakerjaan Kapntor Departemen Tenaga Kerja Kota Surakarta di Surakar-
ta.

Pemikian diputuskan 0leh Panitia Penyelasaian Peréalisihan Perburuh-
An Pusat sacara musyawarah/mifakst dalam sidangnya di Jakarta pada tanggal
22 Nopembar 2001.

Putusan ini ditanda tangani oleh Ketus dan Panitera.

Panitera, Ketua,
ttd. ' ttd.
Drs. ZAFAR SODTRIN I WAYAN NEDENG, SH.
NIP. 160026210, NTP. 160013369,

Untuk salinan ¥ang sama bunyinya,
PANITTA PFNYELESAIAN PERSET.ISTHAN
=~"""7"~RERBURUHAN PUSAT

) . -\Panitera,
!I.f S . \ -
Drs. ZAFAR SODIKIN
R A . --NIP./ 160026210.

~..
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: PENGUMUMAN . .
HASIL PENGGABUNGAN USAHA
~ - (MERGER) -

Direlsi PT. HLTECH INK INDONESIA berkechuchiken di Kabupeten Bekasi - Jawa ]

Barat, dengan ini mengurrurmkan hesil perggrbungzn Usaha sebegei berilait:

1. Behwa berdesarkan Akta Perjanjian Penggabungan Usaha (Merger) tanggal |
31 Desember 2001 Nomor 3, dibuat dihadapan Anthon Wahjupremono, SH, |

Notaris di Surakarta, telah dilakukan penggabungan usaha (merger) antara
PT. HI-TECH INK INDONESIA berkedudukan di Kabupeten - Bekasi -
jawa Baret dan PT. WARNA DAI NICHI INDONESIA berkedudukan di

Jakarta dimana delam penggabungen usaha (merger) tersebut PT. WARNA ]

DAI NICHI INDONESIA sebagai perseroan tirbates yang menggabungkan

diri (merging compeny) dan PT. HI-TECH INK INDONESIA sebegai |§

perseroan terbates hasil penggabungen (surviving compeny)

2 Bahwa sehubungan dengan penggabungen usaha (merger) tersebut diates -

maka seluruh anggaren dasar dari PT. HI-TECH INK INDONESIA' hasil
penggubungan usaha (merger) tersebut teleh dirubah dengan Akta Berita
Acara tertanggal 31 Desernber 2001 Nomor 4, dibuat di hadapen Anthon
Wahjupramono, SH, Notaris di Surekarta dan telah memperoleh persetu-
juan dari - Menteri Kehakimen dan Hak Asesi Manusia Republik Indonesia
scbagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal ‘11. Januari
2002 Nomor C-00481 HT. 01.04. TH. 2002 dan Laporan Perubehan Anggaran
Dasamnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 11 Januari 2002 Nomor
* C-00482HT.01.04. TH. 2002. - )

3. Behwa dengan dernikian maka penggabungan usaha (merger) tersebut
diates telah berlaku efektif menurut hukum sejak tanggal 11 Januari 2002.

Demikian pengumumen ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pesal 108 Ayat

1 Undang Undang nomor 1 tehun 1995 den Pesal 34 ayet 1 Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998." .. .-

Bekasi, 11 Febaari 2002 B '

P.T. HI-TECH INK INDONESIA

?KOMPAZ”
Sen l‘/),-.. /i Fc;éﬂ/&f/ Zéoz_
/7/52/3 man
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. - PENGUMUMAN - .
1= HASIL PENGGABUNGAN USAHA
§ (MERGER)

- Oireksi PT. HI-TECH INK (NDONESIA

berkedudukan di Ksbupalen Bekasi ~

“Jawa Baral, dengan ini mengumumkan

hasil penggabungan usaha sebagai

barikut: '

1. Bahwa berdasarkan Akta
Perjenfian Penggabungan Usaha
(Merger) tanggal 31 Desember
2001 Nomor 3, dibuat di hadepan
Anthon Wahjuprameno, SH,
Notaris di Surakarta, telah
diakukan penggabungan usaha
(merger) antara PT. HI-TECH INK
INDONESIA  berkedudukan di
Kabupaten Bekasi - Jawa Barat
dan PT. WARNA DA! NICHI
INDONESIA  berkedudukan di
Jakarta dimana dalam
penggabungan usaha (merger)
tersebut PT. WARNA DAI NICHI
INDONESIA sebagai ‘perssroan
lerbatas yang menggabungkan diri
(merging company) dan PT.. HI
TECH INK INDONESIA sebagai
perseroan lerbatas hasil
penggabungan (surviving

2. Bahwa sehubungan dengan
penggabungan usaha (merger)
tersebut di atas maka seluruh

" anggaran dasar dari PT. HLTECH
INK INDONESIA hasil
penggabungan usaha (merger)
tersebut tetah dirubah dengan Akta
Berita Acara tertanggal 31
Desember 2001 Nomord, dbuat di
hadapan Anthon
SH, Notaris 6 Surakarta dan telah
memperoleh -persetujuan dari
Manusia Republlk Indonesia
sebagaimana temyata dalam Surat
Keputusannya tertanggal 11
Januari 2002 Nomer C-00481
HT.01.04.TH2002 dan Laporan
Perubehan Anggaran Dasamya
teiah derima dan dicatat oleh
Manusia Republik Indonesia

X 11 Januari 2002 Nomor
C-00482HT.01.04.TH. 2002, -
3. Bshwa dengan demiian maka
. penggabungan’ usaha -(merger)
terssbut di atas telsh berdaku efektif
menurut hukum sejak tanggal 11
Januari 2002

" Demikian Pengumuman ini dibuat guna

memenuhi ketentuan pasal 108 Ayat 1

Undang Undang no. 1 tahun 1995 dan

pasal M4 ayst 1 Peratwan Pemerintah

nomor 27 ahwn 1998

Bekas!, 11 Pebryad 2002
Cuokst,
[BTHITECH INK INDONESIA

e e e —————





